
 

 

 

BUPATI MALANG  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG  

NOMOR 6 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  

NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL 

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah 

untuk pemenuhan hak akses pendidikan, meringankan 

biaya operasional dan meningkatkan kualitas pengelolaan 

sumber daya di Satuan Pendidikan yang mengalami 

penggabungan, serta mempedomani Peraturan            

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8      

Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, maka Peraturan 

Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang 

Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Malang perlu dilakukan 

penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Malang 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan 

Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; 



2 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965        

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan   

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17        

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5157); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4  

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6762); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014    

Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan     

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang           

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,         

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); 



4 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang       

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri         

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia          

Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar        

Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada 

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan 

Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 502); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah   

Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 

Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 

Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 

Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 

Nomor 9 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016       

Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 
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15. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah       

Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir       

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2025 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang               

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan 

Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 

Nomor 87 Seri C); 

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,         

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 57 Seri C); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12         

TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN 

PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN MALANG. 

 

Pasal I 

 

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Malang Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan 

Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan 

Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 87 Seri C), 

sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 27 Februari 2026 

BUPATI MALANG, 

 
 

ttd. 

 
SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 27 Februari 2026 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 
 

 
           ttd. 

 
BUDIAR 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2026 Nomor 6 Seri C  


